BAB III
PEMBERIAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Pengertian Pemberian Dalam Perkawinan

Setiap akad perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan sah
dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Di antaranya hak suami istri
secara bersama, hak istri secara khusus dan hak suami secara khusus
terhadap istrinya. Hak-hak istri wang wajib dilaksanakan suami di
antaranya adalah mahar, nafkah (témpat tinggal, dan pakaian),

pemberian suamjkepada istri kaggena berpisahi(nut’ah), dan adil dalam

pergaulan(Azzam dan H 74)."Ditegaskan dalam firman

Allah SWT:

gdanya, terkeW |
yang nyata dan bergaullah deWg ereka secara patut. Kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

ukaj se Padghal All menjadjkan pa a
U ' kan aMAM | J L
Aya®t (Inju er%ifa
pergaulan an ugi d L1, ar arfla eka dapat bergaul
secara makr ai 5 St o uth fisik, psikis atau

perasaan, dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera

rumah tangga. Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya,
apabila karena sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak
seyogianya suami menarik kembali pemberiannya. Perkawinan dalam
Islam dianjurkan, agar dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh

perceraian(Rofiq 2015, 148).
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Jadi dapat disimpulkan pemberian dalam perkawinan adalah
berupa pemberian wajib yang diberikan oleh suami selama masa
pernikahan, dimulai saat akad nikah sampai berakhirnya pernikahan.
Pemberian ini berupa mahar yang diberikan ketika akad nikah, nafkah
yang diberikan selama ikatan pernikahan dan mut’ah yang diberikan
ketika telah berakhirnya pernikahan serta hadiah atau hibah yang
merupakan pemberian saat tefjadinya peminangan.
3.2Dasar Hukum Pemberian dalam Perkawinan

Pemberian g8elama™ ma perkawinan mmerupakan hak dan

kewajiban sepasang sug eorang yang sanggup untuk

diberikan

jangurk h gigrangslag{Raguly 4,7
| ' ' Setl ke I\lilb'n. I
selanjutnya adalah memberikan natkah. Natkah "adalah “kewajiban

suami yang en a y® Setiap kewajiban
agama itu mdq@upafan u d nsip pembebanan
hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya.

(Syarifuddin 2009, 172). Berdasarkan firman Allah SWT:

berdasarkan kese®erhanaan dan kemudahan

yang

_ w_ g~ -7 G/,/,//, - /,///5,£
N R Lz N gz sl L oS e s e ST

Artinya:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
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diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya ” (QS. al-Baqgarah: 286).

Selain kewajiban mahar dan nafkah, dalam perkawinan juga
dikenal mut’ah yaitu pemberian wajib suami setelah terjadinya talak, di

jelaskan dalam firman Allah SWT:

- L,
*‘f.{/ I YAt (N S P
cilla 5 msa by iaclLla> Jo Tona gy

Artinya:

“Kepada wanita-wanjtd yang diceraikann(hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut'ahgfienurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi

orang-orang yang bertakwa ” Baqarah: 241)

U N0.1/1974 pasal 80 ayat

ut Hukum

enuhi suami

selama masa pernikahan ada™ #oai berikut:

A. Mahar

PEnge i r
UINCIMAM.BONJOL
perkataan “shgdaaq”_“nihlgh”, dan farighah’, bahasa Indonesia
dipakai kata A ’N‘ y. ikenal perkataan
“shadaaq”dan®'maftar”. Shdddaq-adal eniperl ang diberikan oleh

suami kepada istrinya di waktu datang pertama kali ke rumabh istrinya.
Mahar berarti pemberian yang diberikan oleh calon suami pada orang
tua calon istrinya karena ingin kawin dengan calon istrinya. Mahar

berakibat istri berpisah dengan orang tuanya, si istri dibawa oleh suami
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ke rumahnya. Sedangkan shadaaq hanyalah berakibat istri tetap tinggal
di rumah orang tuanya(Mukhtar 1993, 80).

Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa
Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang atau
barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika
dilangsungkan akad nikah(Syatifuddin 2009, 84).

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf f dinyatakan mahar

adalah pemberianfdari calon pmmpelal pria kepada calon mempelai

wanita, baik (berbentuk bz QU jasayang tidak bertentangan

Patin antara [3

kesengajaan)(Ghozali 2014, 85).

Berdasarkag, ketgran bata at diketapkan gdefinjsi mpalar
NAMAM-BONJC
suami kepada calon istrinya di dalam shigat akad nikah yang
merupakan t PRt er 1 Mereka untuk hidup
o PADANG

2. Dasar Hukum Mahar

Ul

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan
kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat

dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya,
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meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan
istri(Ghozali 2014, 84).

Pemberian mahar merupakan hal yang wajib sekalipun jumlahnya
sangat kecil. Dalam beberapa pengecualian, perkawinan tetap sah
sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan namun ia wajib dan harus
dibayar segera, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tak akan sah
tanpa menetapkan suatu mahar.yDalam hal ini jumlah mahar itu
tergantung pada keadaan pihak suami senta kedudukan istri. Al-Qur’an

menjelaskan keadaan hal ini yaratkan jumlah mahar untuk istri

dengan jalan tuduhan yang du an dengan (menanggung) dosa yang
nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian

amg tel rgadl (hgrcagpugh den angghs bagai sugmiggtri.
erqlia st ) en il @ : rjangla @
ujl (Q :
Adapun ijma’, telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau
sampai sekaP.Ai:N: dan wajib hukumnya.
Kesepakatan ®ulaffa . ar ki¥nn ajib. Sedangkan

kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda

pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab
bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat (Azzam dan Hawwas
2014, 177).

3. Jumlah Mahar
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Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu juga
jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan
tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya
mempunyai kemampuan memberi mas kawin yang lebih besar
jumlahnya kepada calon istrinya. Sementara orang miskin ada yang
hampir tidak mampu memberinya. Oleh sebab itu terserah kepada
kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan masing-masing pihak
yang akan kawin untukanenetapkan jumlahnya(Mukhtar 1993, 82).

Adapun dalilthadis yang atakan tentang kadar jumlah mahar

hal“bin Sa’ad al-Sa’idi dalam

adalah sabda Nabi yan

ot o3

i ij;q)’ 4
J ? 5?/1 ﬂ! \
Arti
“Ibn a Ali‘menik{ i Rasulullah

Shalla . @am betrsabda § ah sesuatu
kepadd Aku tidg apa. Beliau
bersab hae atap : ?". Riwayat
Abu Da flan NasaT% menuruf h” (Muttafaq
Alaih).

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama

Ul NIMAM@NJ@ L

terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah

menetapkan “A A dan bila kurang
dari itu tid n ole an iwajibkan mahar

mitsil(Syarifuddin 2009, 94).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit 3
dirham atau seperempat dinar emas, atau bisa dengan barang yang
sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Syafi’'i, Ahmad,

Ishagq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi’'in
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berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala
sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat
dijadikan mahar(Ghozali 2014, 88).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat dalam
pemberian mahar bagi wanita itu adalah maharnya harus yang bernilai
atau barang tersebut berharga yang dapat diambil manfaatnya oleh
istri, dan diketahui bentukebarangnya baik mahar tersebut kecil
maupun besar dan dapat dilihat dengan jelas dan maharnya itu bukan

hasil dari rampasaf.

4. Macam-macam Mahar

seperti ini mengikat kepada mfahar yang pernah diberikan kepada

eluarga gste seperti @dik gtayglkak y telgh tarlebil d u
U ' ah(' ”

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

a. Mahar
Mahar Rusaf@im r i kan bentuk dan

jumlahnya dalam shigat akad nikah(Mukhtar 1993, 87). Inilah mahar
yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Suami wajib membayar
mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang

disebutkan dalam akad perkawinan itu(Syarifuddin 2009, 89).
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Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar
musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1) Telah bercampur (bersenggama) antara suami istri.

2) Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, hal
ini disepakati para ulama.

3) Menurut Imam Abu Hanifah, apabila telah terjadi khalwat, maka
wajib suami membayargmahan, sedang Imam Syafi'i berpendapat
bahwa terjadinyagkhalwat tidak menyebabkan wajib membayar

mabhar.

Pada aSasnya, yang g _jawab membayar mahar itu

tetapi, kalau istri dicerai sebeMm bercampur, hanya wajib dibayar

UINIMAN BONJOL

Mahar itsi (sepadan

Bila ma hnya pada waktu
akad, maka k nn besar mahar yang

diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk

ini disebut mahar mitsil(Syarifuddin 2009, 89). Mahar mitsil adalah
yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh
keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu

belum lagi ditetapkan bentuknya (Mukhtar 1993, 89).
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Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil
itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan
anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya,
kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat
keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri
yang akan menerima mahar tersebut(Syarifuddin 2009, 89)

Mahar mitsil diwajibkangdalamytiga kemungkinan: pertama, dalam
keadaan suami tidakgada menyebutkan sama sekali mahar atau

jumlahnya. Kedud, suami meagebutkan mahar musamma, namun

mahar tersebut tidak meg yang ditentukan atau mahar

ersebut cacat sepert

ya ada

anvebutkan musamma,

atau sifat

membayar
mahar yang

3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar

bglum gditgtapkan, rngaka gdamdwaji m hagpmitsy.
U ' N AM N Q
pMila @a g ise n, angit 1

dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan uang
yang senilai d a i e a n

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang,
tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa
syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
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2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami
harus menggatinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama
penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum
dibayar.

5. Hilang dan Rusaknya Mahar

Menurut ulama Hanfiyah bila mahar rusak atau hilang setelah
diterima oleh istri maka secara hukum suami sudah menyelesaikan
kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi

tanggung jawab istriglApabila mahar itu tusak atau hilang masih di

tangan suamigfmaka nilai njadi’ tanggungan suami untuk

membayarnya. Ulama at,"bahwa mahar sebelum

dan rusak

P jawab istri
hilang atau
tanggungan

suami(Syarifuddin 2009, 96-97).

UIN-IMAM-BONJOL

Kata nafkah berasal dari kata & < dalam bahasa Arab secara

etimologi rneP ﬂ N erghti berkurang. Juga
berarti =~ 2% yang aMi hMalfg Mau gi. Bila seseorang

dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya

menjadi sedikit karena telah dilenyapkanya atau dipergunakannya
untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan
perkawinan mengandung arti : “sesuatu yang dikeluarkannya dari

hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya
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menjadi berkurang.” Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian
yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa
perkawinannya(Syarifuddin 2009, 165).
Menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian nafkah secara etimologi
adalah:
d@&ouy\u@u:wg”

Artinya:
“Secara bahasa, nafkahg@adalah“apa-apa, saja yang seorang berikan
terhadap keluarganya®(al-Zuhaili 2002, 765):

Jadi dapat diambil kg Rahwa nafkahy adalah kewajiban

, orang tua, ¢

tri adalah

istrinya setelah berlansung aKS®nikah, terdapat dalam firman Allah

SWT:

Artinya: P “A N
“Hendaklah “ora mp meémb nafkah menurut

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan” (QS.at-Thalaq : 7).

Selain itu juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:
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< }’/3: stz 327 g )/ o }’/7,# C/}.g/ A 7o « P }E-/{. /ffﬁ/ PR SR
JP)?)JJ-“"‘ijgoiﬁr«fhﬁ)ﬂtﬁY&MYJL@M}YJL@M“)U‘:\@YJ
2 47 PR
J)J}A)A.ILO/JJ‘}{
Artinya:

“Dan kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk
istrinya. Seseorang tidak dibebankan kecuali semampunya, seorang ibu
tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah
tidak akan mendapat kesusahafi kasena anaknya.”(QS.al-Bagarah: 233)

Dalam pada itupara ahli figih berpendapat, bahwa wajib suami

memberi nafkah® istri-istri menurut yang patut, dan tidak

seorangpun |di antara arinya(Mukhtar 1993, 131).

bercerai. Seorang istri berhak menuntut suaminya agar membawanya

UIN IMAM-BONJOL

perantauannya, atau memberi kuasa kepada orang yang dipercayai agar

- PADANG
Sement®a i® d ng a inan juga diatur

mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya.

Pasal 34

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pasal 80 KHI
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1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang pentingp-penting
di putuskan oleh suami istri bersama.

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan
bagi istri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi a

5) KewajibangSuami terahagd

huruf a dan b di 3

a seperti tersebut pada ayat (4)
sestadah ada tamkin dari

saja, orang yang

kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi

(Mudghtargd 9923 1333,
NJOL

Secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang

benar, maka a u jURa tertentu baginya
untuk keperlg@n rygha aka hakim boleh

memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta

afkah seguaidengan kem
a

a n
Jika e

y
t m

mengharuskan kepada suami untuk membayarnya. Istri berhak
mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik, guna
mencukupi keperluannya, sekalipun tidak setahu suaminya. Karena

dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi
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hak istrinya. Bagi orang yang berhak boleh mengambil haknya sendiri
jika ia dapat melakukannya(Sabiq 1982, 70).

Dalam keadaan ini menjadi perbincangan di kalangan ulama
tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran
penetapan nafkah. Karena terdapat tiga pendapat: Pertama, pendapat
Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam
menetapkan nafkah adalah status sesial ekonomi suami dan istri secara
bersama-sama(Syarifuddin 2009,°170). '/Kedua, pendapat Imam Abu

Hanifah dan Imam Malik" mengatakan ‘bahwa wang dijadikan standar

adalah kebutuhan istri dasg 3 suami, alasannya adalah surat

atu hari satu
mud dareseg ah mud. Alasa™@® adalah surat
at-Thalaq ayat 7. (Sabiq 1982, 7
. Sgbab yagat Baghakddlengrim a
IMANF-BON

menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah
haram dikawPA?MN t Whenyebabkan istri,
berhak menfapa@ n ngikatnya, yaitu

suaminya(Mukhtar 1993, 131). Hali ni sesuai dengan kaidah yang

Ul

berbunyi:

M?wwg&mugoﬂ&@,}w}w
Artinya:
“Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain,
nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikat itu.”
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Senada dengan pendapat golongan Dhahiri juga berpendapat
bahwa adanya ikatan suami istri sendirilah yang menjadi sebab
diperolehnya nafkah. Jadi selama ada ikatan suami istri selama itu pula
ada hak nafkah. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hak nafkah bagi
istri-istri yang masih di bawah umur atau istri yang berbuat nusyuz,
tanpa melihat syarat-syarat ss€bagaimana dikatakan oleh mazhab
lain(Sabiq 1982, 69).

Sementara jumhur wulama termasuk julama Syi'ah Imamiyah

berpendapat bahwa nafka ikan sejak dimulainya kehidupan

rumah tangga, yaitu bergaul dengan istrinya,

diragu-ragukan kesahann¥ aka istri tidak berhak menerima

nafkah.

UINIMAM BONJO
kah®b d e n sa ewdji S 1
seorang igsmgdambe I eng@hi @a suaminya, seperti

bersedia RADA'NGsebagainya, sesuai

dengan ketentuan agama.
c. Istritelah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.

d. Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai

suami istri(Mukhtar 1993, 131-132).
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4. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya atau nusyuz,
menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa
nusyuz-nya itu. Alasan jumhur adalah bahwa nafkah yang diterima istri
merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada
suami(Syarifuddin 2009, 174).

Ulama Zhahiriyah berpéndapat bahwa istri yang nusyuz tidak
gugur haknya dalam _menerima “nafkahw Alasannya ialah nafkah itu

diwajibkan atas dasar akad nikgdabukan‘atas dasar ketaatan. Bila suatu

saat ia nusyuzmaka hany, engajaran, atau pisah tempat

pukullah
nlah kamu
Allah Maha

Bila suami tidak menjal® ewajibannya dalam memberikan

nafkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau

UINMAM BONJOL
la bdgp a ya niga a
suaminya, b islak gaambeglkan ghelaya kepada suaminya,
bahkan bolehﬁnAe lArNG/asakh. Sementara

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima

nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri
dan tidak boleh menolak permintaan suami untu digauli (Syarifuddin

2009, 174).
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C. Mut’ah
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mut'ah

Kata mut’ah dengan dhammah mim (mut’ah) atau kasrah (mit’ah)
akar kata dari al-Mata’, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya
materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari
kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa
syarat(Azzam dan Hawwas_2014,°207). Mut’ah dapat juga dikatakan
sebagai pemberian suami kepada kepada istri yang diceraikannya

sebagai kompensasi(Syarifuddipg009, 301).

Mut’ahmenurut pasg ompilasi Hukum Islam adalah

(az-Zuhaili

pemberian

mantan suami kepada mantanTistri baik berupa uang atau barang

b alp riy, elapggicergikag dengan .
ian aranya al-Qur’ an surah a Baqara
vcuﬁsPA )

JVUJ&M‘;U.U&.;J)‘/_QJ\JU}L}QMJ‘E@

Artinya:

“ Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
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kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan.”(QS. al-Bagarah: 236)

Pendapat yang paling tepat menurut Abu Ja’far ah-Thabari adalah
yang mengatakan bahwa setiap istri yang dicerai suaminya berhak
mendapatkan mut’ah. Karena Allah telah befirman “walilmuthallaqati
mata’un bil ma’ruf haqqan alal muttaqin.” Allah menjadikan mut’ah bagi
hak istri yang diceraikangSuaminya, tidak terbatas pada istri tertentu
saja, dan siapapungtidak berhak mengalihkan, hukum yang zhahir ini

kepada yanggbathin kKecual lasan yang benar. Menurutnya

aminya adalah hak dan

perempuan
kan mahar
(perempuan mufawwidah) me ak mut’ah dan tidak memiliki hak

mahar. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan

UIN iMAM BONJO
a se eBp&ah di 0 p&re i
perempuan e acnygkit @ila,g kj lepra, juga pada
perpisahan aRAb A\NHGAIU’ atau li‘an(az-

Zuhaili 2011, 286).
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da ad-dukhul

b. Perceraian itu atas kehendak suami.
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Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut
pada pasal 158. Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatuhan dan
kemampuan suami sesuai dengan pasal 160 KHI(Ramulyo 2004, 164).
2. Ukuran Mut’ah

Ukuran mut’ah tidak diterangkan dalam syara’, mut’ah berada di
antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan
kepada hakim sebagaimanaial-hal, yang memerlukan ijtihad. Ulama
Hanafiyah dan Zhahirigah berpendapaty,bahwa mut’ah mempunyai

ukuran yang ditentukan yaitu tigahelai pakaiansbaju kurung, kerudung

dan rangkapan. Ulama gendapat bahwa mut’ah tidak

wemiliki ukuran| ter Ctapi kan | tidak kurang dari 30

gan kadarnya(az-Zuhaili 2011, 289).

orang yang miskin juga sesuai dé
Pen vabhg kaat lay pe t ga Syafi'ah,
UIN-TVMAM:
mam Ahmad, bahwa "hakim™ ketika berijtihad tentang mutah

hendaknya m di iAo ki tallo@on®mudah atau susah,
kaya atau misjlin( 1

D. Hibah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah
Hibah adalah pemberian berupa uang, barang, jasa, dll yang
dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam

perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hibah mengharapkan
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adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik atau kekuasaan.
Dalam hubungan manusia, memberikan sesuatu yang bermanfaat
berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. (Wikipedia 2018).
Hibah diambil dari kata hubuub ariih yang berarti hembusan
angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian
sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta
maupun lainnya. Menurut stilahWwsyari’at hibah adalah akad yang
substansinya adalah g tindakan® seseorang untuk mengalihkan
kepemilikan hagtanya kepad
imbalan(Sabiq 2015, 547

ang “lain pada saat hidup tanpa

dimiliki

ingin

memperoleh ganjaran (pahala

. asig, gzakal pambegian gsese

UIN-IMAM BC
meninggal dunia (Suhendi 4,210-211).

Allah m p palfla a 1 1 terkandung nilai

penyadaran EAUAN(Gayang di antara

manusia.Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

dari Allah yang Maha Kuasa.

INJOL

“Hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling
mengasihi.”
2. Rukun dan Syarat Hadiah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat,

yaitu:
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a. Orang yang menghibahkan (al-Wahib)

Syarat menjadi al-Wahib diantaranya memiliki sesuatu yang
dihibahkan, orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum,
penghibah adalah orang dewasa, berakal dan cerdas, serta
penghibah tidak dipaksa untuk member hibah (Ghazaly, Ihsan and
Shidiq 2012, 161).

b. Harta yang dihibahkan (al-Mauhub)

Syarat benda yang bias dihibahkan, adalah benda itu memiliki
manfaat, bendafitu bernilai
adalah milik al-Wahib.

Lafal hibah

goi dan yang paling penting benda itu

erimanya

pihak yang Dah syaratnyad erima hibah

harus benar-benar ada secard

ibegika lujgvaligya agabila ia b an Sakiq 2015,85
U ' . - BA L
ik

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, bai

hadiah, sada ' higat Bl na itu para ulama
menganggap [@er y s ig@diahkan dianggap

sebagai perbuatan yang buruk sekali.Kecuali jika hibah itu adalah dari

fisik saat pemberian hibah, atau

orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik kembali
hibah yang telah diberikan kepada anaknya (Sabiq 2015, 560). Ini
sesuai dengan hadis yang diriwayatkan para imam penulis as-Sunnah

dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda:
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Artinya:

“Tidak boleh seseorang memberikan suatu pemberian atau
menghibahkan suatu hibah lantas ia menariknya kembali kecuali bapak
terkait apa yang diberikannya kepada anaknya"(HR. Abu Daud, Nasai,
Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Jadi sangat sudah jelas bahwa hibah atau pemberian yang lainnya
yang sudah diberikdan kepada orang lain haram hukumnya diminta

kembali. Meskipun dalam an keadaanpapapun, sekalipun

pemberian itu diberi au suami istri, kecuali jika

kalangan
fan sesuatu
bagai bukti
ebih serius.
Akibat yang timbul dari pe n ini berbeda dengan pemberian

dalam bentuk mahar. Apabila peminangan berlanjut ke jenjang

UIN-IMAM BONJO
erNgeri a m ers - I8 DeglarN@t s "
perkawinan, guaglulmn pgmiglasamtenmnggt emberian itu, agar

tidak menpAA NI lam hubungan

persaudaraan.Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, mahar
adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah.
Sementara pemberian yang diberikan ketika pertunangan ini termasuk
dalam persoalan hibah (Rofiq 2013, 84).

Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat, menurut

Mazhab Syafi’'l benda-benda tunangan yang telah diterima pihak wanita
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sebagai pemberian pihak pria adalah hadiah, karenanya wajib untuk
dikembalikan.Bila benda tunangan tersebut masih utuh maka yang
dikembalikan adalah benda itu juga, tapi bila benda tunangan itu sudah
rusak atau hilang, maka pihak wanita wajib menggantinya dengan
benda yang seharga dengan benda tunangan tersebut.Kewajiban
pengembalian ini berlaku apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik
atas permintaan pihak laki-laKi ataupun pihak wanita (Suhendi 2014,
217).

Mahzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk

mengambil [kembali telah™ diberikannya kepada

nangannya jika me

apabila yang membatalkan addfah pihak perempuan, maka laki-laki

erhak inta Lembali segaugghadi erikan. Sehingga dals

UIN INFANEBONJOL
menggantinya bila "barang itu rusak. Kecuall bila bentuk pemberian
hadiah terse a u trgbis u Wyarat yang harus
dilaksanakan E‘A B AN G

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan segala bentuk

g

pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam masa
pertunangannya dikategorikan kepada hadiah.Ketika calon suami
memberikan hadiah kepada calon istri, latar belakang terbesarnya

adalah karena beliau berharap hubungan mereka bisa dilanjutkan
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sampai ke jenjang pernikahan.Pemberian oleh calon suami ini boleh
diminta kembali, karena ini murni hak pemberi hadiah.Sebab lamaran
merupakan pengantar pernikahan.Sehingga status khitbah hanya
sebatas janji dan bukan akad yang mengikat.Karena itu membatalkan
akad nikah setelah khitbah merupakan hak masing-masing calon
pasangan.
3.4 Tujuan Pemberian dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam
Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani

hidupnya sesuaigdengan fitrahawang “ada dalam dirinya dan dapat

menghindarif terputusnyg pan. Di samping itu diri para

nafsu setiap laki-laki yang

seperti

an Islam

seorang

selama masa

perkawinan untuk kelangsungdn hidup perkawinan itu. Dengan

MAM BONJOL

esunggu!an seorang calon suami ingin menghalalkan calon istrinya.

Memberikan r se a Memperhatikan dan
menghargai [eduyfu i u ikan hak untuk

memegang urusannya.

emgeri

n
I

Dalam pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih
sayang di antara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman
pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan

duka(Mardani 2016, 29). Dengan adanya akad nikah maka timbul
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akibat hukum dari perbuatan itu di antaranya adalah adanya kewajiban
suami dan istri.

Syari’at mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain
karena berdasarkan akad nikah yang sabh, istri telah menjadi pihak yang
berkaitan erat dengan suaminyadan terkait dengan hak suaminya
lantaran suami berhak menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib
mematuhi suaminya, tinggal di'rumahnya, dan mendidik anak-anaknya.
Suami juga terikat padagkewajiban yaitu memenuhi kebutuhan istrinya

dan memberi nafkah kepadanyagelama‘masih terjalin hubungan suami

istri antara keduanya(Sabj

UIN IMAM BONJOL
PADANG



